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Merrirrrbang bahwa wilayah Aceh nrenriliki surlber daya alant yang sangat luar
biasa, letak geografis yang stl'ate8is, serta sunlber daya nranusia
yang menriliki potensi untuk nraju, namun hingga saat ini nrasih
rrrenriliki pernrasalahan mendasar seperti kemiskinan, pelayanan
publik, dan pertanian,/perkebunan ilegal Qanja)l

balrwa untuk nrernpercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan nrengatasi ketertinSgalan pembangunan wilayah Aceh, perlu
dilakukan pel'cepatan dan optinralisasi pelaksanaan pembangunan
di wilayah Aceh dengan dukungan perencanaan, dan pelaksanaan
penrbangunan secara konrprehensif dan terpadu y^ng
nrengedepankan pendekatan sosio-antropologis;

bahwa rurtuk memlrcrkuat pelaksanaan Pembangunan Alternatit'
(Altentative Developtnenfl yang et'ektif dan tepat sasaran di Aceh

oleh pemerintah, diperlukan adanya sinergisitas dan keterpaduan
rencana lxnrbangurun oleh pernerintah pusat dan pernerintal.r

daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi progranl dan kegiatan
Kenrenterian/lanbaga den5;an kebutuhan riil nrasyarakat wilayah
Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah;

bahwa kebijakan penrbangunan wilayah Aceh juga perlu didukung
dengarr belbagai kebijakan afimrasi yang nrengakonrodasi

kebutuhan rrrasyarzkat dan wilayah Aceh secara khusus sejalan

dengan pncrapafl Otonomi Khusus bagi provinsi Aceh;

bahwa berdasarkan pertirnbangarr sebagairnana dinraksud dalant
huruf a sanrpai dengarr huruf cl, perlu nretrtbentuk Tim Koordinasi
I'erkuatan ['embangunan Alternatif di Aceh;
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t' bahwa pejabat dan pegawai yanS namanya tercantunr dalam
Lanrpiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tlugas sebatai anttota
Tim Koordinasi Perkuatan Penbangunan Alternatif di Aceh;

Undang-Undang Nomor 11 Tahsn ZOOG tentans Penlerintahan
Aceh (sesuai Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nonror 62) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh

sebagai Pl,ovinsi Nanggroe Aceh Darussalanl (sesuai Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Norlor 1 14);

Urrdang-Undang Nor.nor 15 Tahun 2017 tentanS AnSSaran

Pend.^patan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Q78 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan
lrnrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138)1

Peraturan Penrerintah Nornor 45 Tahun 2073 tentang, Tata Cara

Pelaksanaan AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Penrbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;

Peraturan Presiden Norrror 6O Tahun 2075 tentang Rencana Kerja

Penrerintah Tahun 2O7 6;

Peraturan Presiden Nontor 65 Tahun ZOi5 tentang Kenrenterian

Per€ncanaan Penrbangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Penrbangunan Nasional sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden Noutor 20 Tahtm 2076 tentanS Badan

Perencanaan Pentbangunan Nasional;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Perrrbangunan Nasional Nonlor 4 Tahun 2016
tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertncanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pentbangunan

Nasional sebagaimana telah diubah den8an Peraturan Menteri
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Kepala B^d^n Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 201 7;

Peraturan Menteri Perencanaatr Pentbangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nomor 5 Tah:un 2016
tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan

Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETICA

MT]MI,-rIUSKAN:

KI]PUTT]SAN MENTERI PERENCANAAN PIMBANGUNAN
NASIONAL/KLPALA I}ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TI]NTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERKUATAN

PEMBANGUNAN ALTERNATIT' DI ACTH.

Membentuk Tim Koordinasi Perkuatan Perrrbangunan Alternatif di Aceh

untuk selanjutnya disebut Tint Desk Aceh, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini-

Tint Desk Aceh terdiri atas Tinl Pengarah, PenanSSung Jawab, Tim
Pelaksana dan Tim Pendukung.

Tim Pengarah beftugas:

a. menetapkan arah kebijakan terkait dalam rangka Perkuatan

Pembangunan Alternatif di Aceh;

b. meminrpin rapat koordinasi, dan memantau perkentbangan dan

pengendalian pelaksanaan Perkratan Pembangunan Alternatif di
Aceh agar dapal berjalan lebih optintal;

c. nremberi saran peutecahan dan solusi atas pernlasalahan/kendala
yang dihadapi dalanr implementasi proSranl dan kegiatan dalant

rangk^ ?erkiatan Pembangunan Alternatif di Aceh.

Penanggung Jawab bertugas untuk mengawasi, membimbing, menlantau

kenrajnan dan bertanggung jawab atas pelaksana an kegiatan.

Tim Pelaksana berlugas:

a. nrelakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka petencana n
pr.ogranl dan kegiatan dalant rangka Perkuatan Pembangunan

Alternatif di Aceh di instansi pemerintah di puwt dan daerah;

b. nrelakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan alternative di
Aceh antara pemerintah pusat (Kenlenteian/l*ntbaga) dan
pemerintah daerah untuk diusulkan pada RKP dan RKPD;

c. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan

dan progres intplententasi proSmm dan kegiatan dalar-n rangka

Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh tahun Lr-l{,alan pada

Kenlenterian./Lentbaga dan Penterintah Daerahl

d- nrelakukan survey, penggalian data dalarn rangka penyusunan

tencana, dan evaluasi pelaksanaatr proSranl Perkuatan

Pembangunan Alternatif di Aceh;

e. nren)'usun clan t.ttenetapkan jadwal pelaksan aan kegiatan dan

rencana kerja Tint.

KEEMPAT

KELIN,lA

KEENAM :
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tim Pendukung bertugas:

a. nlembantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan
bahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yant
dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi Wrencanaan,
IrenSawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Perkuatan Pembangunan Alternatif di Aceh;

b. rrrelal-ukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh
Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Desk
Aceh dibebankan pada Anggaran Pend,apatan dan Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tan&gal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

Mf,NTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PERTNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

BAMBANG P.S. BRODJONIGORON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

.-

z--
RR. tuta Erawati
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SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

Kf,PAL\ I}APPENAS

NOMOR KEP. I OO/M.PPN/HK/08/2018
TANGGAI, 21 AGUSruS 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PERKUATAN PEMBANGUNAN AI,TERNATIT DI ACETI

TIM PI]NGARATI

Kettu

Wakil Ketua

Ar1:€,ota 1

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

1. Deputi Bidang Pengembangan ReSional;

2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,

Pengendalian Pembangunan.

10.

dan

Deputi Bidang Pembangunan Manusia,

Masy ar akat, dan Kebuday aan;

Deputi Bidang Kentaritiman dan Sumber Daya

Alaml

Deputi Bidang Kependudukan dan

Ketenagakerjaan;

Deputi Bidang Ekonomi;

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;

Deputi Bidang ?endanaan Penlbangunanl

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertah^nan dan

Keamanan;

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utanta

Bappenas;

Inspektur Utanta;

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinanl

Staf Ahli BidanS Pemerataan dan Kewilayahanl

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan

Pembiayaan;

Staf Ahli BidanS PembanSunan Sektor Unggulan

dan lnfrastruktur;

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan-
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B. PENANC.GUNG : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

JAWAB

C. TIM PEI.A.KSANA

Ketua : Staf Ahli Bidang Penlerataan dan Kewilayahan.

Wakil ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan.

1. KXLOMPOK KERJA BIDANG PELAYANAN DASAR

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Sekretaris : Direktur Pendidtkan dan Aganta.

nrerangkap anggota

Anggota : l. Direktur Penanggrlangan Kemiskinan dan

Kesejahteraan Sosial;

2. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan

Permukiman.

2. KILoMPOK KERJA BIDANG PDNGEMBANGAN IKONOMI LOKAI DAN

Pf,NGEMBANGAN KAWASAN

Ketua : Direktur Pertanian.

Sekretaris : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan

merangkap anggota Koperasi.

AnSSota : 1. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasanu

Ekonomi Internasional;

2. Direktur lndustri, Pariwisata dan Ekonomi Iteatif;

3. Direktur Kelautan dan Perikanan;

4. Direktur Kehutanan dan Konseryasi Sumber Daya

Air.

3. KEI,OMPOK KERJA BIDANG IMRASTRUKruR DASAR

Ketua : Direktur Transportasi.

Sekretaris : Direktur Pengairan dan Irigasi.

meran8kap anSSota

Anggota : 1. Direktur Energi, Telekontunikasi dan Inforn.ratika;

2. Direktur Tata Ruang dan Perlanahan

4. KELOMPOK KIRJA MONITORING DAN EVALUASI

Ketua : Direktur Penlantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan Daerah.

Sekretaris : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

merangkapangota PembangunanSektoral.

AnSgota
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Anggota :

5. BIDANG ADMINISTRASI

Ketua :

Sekretaris :

merangkap anggota

tulggota :

Direktur Hukum dan Regulasi.

DANKOORDINASI

Direktur Otonomi Daerah.

1. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunanl

2. Direktur Pettahanan dan Keantanan.

l. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;

2. Ervan Arumansyah, S.lP, MA;

3. Muhan.rmad Roudo, ST, MPP;

4. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc;

5. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT;

6. Afwandi, SE;

7. Mahastuti, S.Kom, M.Si;

8. Suwarno, SE, MA;

9. Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng;

10. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D;

11. Dwi Rahayuningsih, SE;

12. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.Sc;

13. Aldy K. Mardikanto, ST;

14. Ade Faisal, ST, M.Sc;

15. Maharani Putri SW, S.Mn, MSM;

16. Eko Agung Wibowo, SE;

I 7. Akhmad [ais Fauzi, ST, M.Eng;

18. Sidayu Ariteja, SE, MPP;

19. Yunus Gastanto, S[, PG.Dip;

ZO. frieda Astrianty Hazel, ST;

21. Andi Setyo Pambudi, ST.

MXNTERI PERENCANAAN PEMB NGUNAN NASIONAI,/
KEPAI1 BADAN PERENCANAAN PT,/VIBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. TIRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-.?.

RR. Rita Erzwati


